
SALINAN

KOUISI PEMILIHAN UUUU

KOTA PA.ITGKALPINANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGXALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaral Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang bagian anggaran 076 dipandang perlu

untuk menetapkan Pejabat Pemegang Kartu IGedit

Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada lampiran

keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat

untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pemegang Kartu Kredit

Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dal huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

tentang Penetapan Pejabat Pemegang Kartu Kredit

Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor...



-,

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor f5 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 440O);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor la2, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61O9);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O22 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

208, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6827);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Repubtk

Indonesia...
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Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.O5/2O18

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu

Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

97 /PMK.OS|2O2| tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.O5|2018 tentang Tata

Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Ikedit

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 855);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 32O) sebagaimana telah beberapa kali diubah

teralhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tettang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 3771;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.O9 l2ol9
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19

Nomor 193);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 202O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat...
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Memperhatikan

Menetapkan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tenlang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 /PMK.O2 /2022
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaraa 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4e4);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 /PMK.OS l2O22
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahtln 2022

Nomor 1452);

Surat Pengesahan DaJtar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-

DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian

Anggaran 076 Tahun Anggaran 2O23 Nomor: SP DIPA-

076.01.2.656879 /2023 Revisi ke O4 Tanggal 15 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PEIABAT

PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) PADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PANGKALPINANG.

Menetapkan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

(KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidat terpisahkan dari

KESATU

Keputusal...
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini.

Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Bagran Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Mei2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

YULIANA SANDRIANI

ttd

.J

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Sub Bagian Hukum
Daya Manusia,

USAR

2
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ber

l1
\



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEN TAPAN PE.]ABAT PEMEGANG KARTU KREDIT
PEMERINTAH (KKP} PADA SEKRE"TARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

PENETAPAN PE.IABAT PEMEGANG KARTU KREDIT (KKP)
PADA SEKRETAzuAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG,

YULI-ANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

dan Sumber Daya Manusia,

USAR

No. NAMA NIP JABATAN

I Yuliana Sandriani L96807201993t22003 Sekretaris

2 Susanti 198305252009122004
Kasubbag

Perencanaan, Data,
dan Informasi


